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DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

BUPATIWAKATOBI,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negerl
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengolaan Barang
Milik Daerah, maka Barang Milik Daerah sebagai aset penunJang

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pglay€nan
Masyarakat luas perlu di kelola dengan baik, benar, nyata, efEktlf,

efisien, transparan, adil dan akuntabel dalam pengelolaan

lventarisasi Barang Milik Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalem

huiuf a, perlu membentuk Peiatrlran Daeiah Kabupaten Wakatobl
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang PenJualan

Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang'Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1957 Nomor 158);

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok'Poltok
-'Agreriatbem baran N egara-Republik' lndonesia' Tahun*1 960 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
2013);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darl



4,

5.

6.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Nega
Republik lndonesia Tahun 1gg9 Nomor 75, Tambihr
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3g51);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne5
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomoi
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42g6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendz
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OA4 ten
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lemb
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nom
438e);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerin
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Taliun 2004 t\i25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia
4.437) sebagaimana telah diubalr yang terakhir dengan I

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua
Undang.- Undang Nomor 32 Tahun 20b4 tentang pemerin
Daerah (Lembaran Negara Republik'lndonesia Tahirn 200g
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 33.Tahun .2004 tentang peri
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa3g);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang pen
Kendaraan Perorangan Dinas tvlilik Negara (Lembaian N
Republik lndonesia Tahun 1g71 Nornor 59, Tambahan Lem
Negara Republik lndonesia Nomor 2g6T);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1g94 tentang R
l.legara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1964 I

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 64' Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4515);

ll.PeraturanPemerintahNomor40Tahunlgg6tentangHakGuna
Ljsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran

Negara nepuOtik lndinesia Tahun 1996 Nomor 58' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 36a3);

l2.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2005tentangStandar
Akuntansipemerintanan(LembaranNegaraRepubliklndoneslE
frf'un ZOOS-flo*oi 49, Tambahan Lembaran Negara Republlk

lndonesia Tahun 2005 Nomor 4503);

l3.PeraturanPemerintahNomorSBTahun2005tentangPengelolaan
Keuangan D;;i.h (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomoii+q fimOahan Lemb-aran Negara Repubtik lndonEala

Tahun 2005 Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaa.n

Barang fvf ifif< ftleg;ral Daerah (Lembaran Negara Republlk

lndonesia i"nun z-ooe Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

RePublik lndonesia Nomor 4609);

15. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 1974

tentang Tata cara Penjualan Rumah Negeri;

16.KeputusanPresidenNomorS0Tahun2003tentangPedoman
pelaksanaan p"ngiO""n Barang/Jasa Pemerinta!, sebagalmana

tetah diubfi tqtrn"fai terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

95 Tahun 2007;

lT.PeraturanDaerahNomor4Tahun200stentangSusunan
organisasi oan iata Kerja sekretariat Daerah dan sekretarlat

Dewan Perwakilan Rakyat baerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran

Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4);

lS.PeraturanDaerahNomor5Tahun200StentangSugulqn.
organisasi a"n iata Kerja Dinas Daerah Kabupaten wakatobl

(Ljmbaran o"eran Kabupaten wakatobiTahun 2008 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan- 
Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat' !9qR"Ot' Penanaman

Modal _o"n -1"*0"g" Teknis Daerah Kabupaten wakatobl

(Lembaran Daerah Kibupaten wakatobiTahun 2008 Nomor 6);

7.

69, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor BS'
qqb?gq!ryqnq !e!ah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor
Tahun 2005 ientang pertbahai atai petat0ran pem€rintah
40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ( Lembaran Negara



Menetapkan

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Su
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
Nomor B);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

lan
BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKITN:

: FERATURAN DAERAH KABI.,IPATEN WAKATOBI TENT

. 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

na

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi'

T.BadanPerencanaanPembangunanDaerah'Penanam€njtlodal,Penelitiandan
pengembangun n?urui"Vang- sufanjuiiy'l"C'=ingkat BAPPEDA adalah Badan

Perencanaat *.* n'* g;n Ji'o?tiin (anupaten wakatobi'

8. Inpektorat adalah lnspektorat Kabupaten Wakatobi'

g.DinasPendapatanPengelolaKeuangandanAsetDaerahyangselanjutnyadisebut
ppKAD adalah 

'oi^"J pendapatan p"ng"loru Keuangan dan Aset Daerah

KabuPaten Wakatobi'

10. Barang milik negara adalah semua barang y"!9-diP*li,atau dioeroleh atas beban

Anggaran pendapatan dan Belanja N;;L'|AFBN) atau berisal dari perolehan

lainnYa Yang sah.

11. Barans mirik daerah adarah semua ri::r#?irK1"l11iJH''fiLilfrri"#l'' 
nngg"l"n Pendapatan dan Belanja t

Per-olehan lainnYa Yang sah'

12. pengelola barang milik daerah selanjutnva disebut Pengelola adalah Pejabat yang

berwenang Oan nLrtanggung jawab *"i"[uf.ln foorCinali barang milik daerah'

l3.PembantupengelolabarangmilikdaerahselanjutnyadisebutPembantuPengelola.
adatah pejabat yang bertanggung- ;il;9' m'engko_ordinir penyelenggaraan

pengetolaan Oarani mifif Oa"r"t Vlng a#paJa satuai kerja Perangkat Daerah'

r+.p*ngg,naanbarangmilikdaerahT]?n!ytnl"disebutPenggunaadalahPen|abat
Pemegang fewenaigan Penggunaan Milik Daerah

15. Kuasa pengguna barang mitik daerah adalah KLpala satuan Kerja atau PeJabat

yang ditunjrk ;#'il;d;;; untur.' ,i"nggrn"tian Barans Milik Daerah yang

i,.tJot dalim Penguasaannya'

16'Penyimpananbarangmilikdaerah,adalahPegawaiyangdiserahitugasuntuk
menerima, menyimpJn dan menyalurkan Barang'

17'PengurusbarangmilikdaerahadalahPegawaiyangdiserahituoasuntukmengurue
Barang Daerahe ilffiT;;; p"r"k"#n v"nd ada di s6tiap satuan KerJa

Perangkat Daerah/Unit Keria'

18'satuanKerjaPerangkatDaerahyangdisebruiSKlP-.ll"lahPerangkatDaerah
selaku pengguna barang yang mempuiy"ipot Anggaran tersendiri pada APBD'

19. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku-kuasa pengguna barang'

20'Perencanaankebutuhanadalahkegiatanmerumuskanrinciankebutuhanbarang
milik daerah untuk menghunungt<an l".g"o;"n barang yang telah lalu dengan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

1, Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi,

3. Bupati adalah BupatiWakatobi"

4, Sekretariat Daerah adalah Sekrelariat Daetah Kab_Upatgn Wqlgtobi,

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
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21.

keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan pem
kebutuhan yang akan datang.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
daerahdan jasa.

Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik
dari gudang ke unit kerja pemakai.

23. Pemeliharaan adalah Kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua
milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
guna dan berhasil guna.

24. Pengamanan adalah Kegiatan tindakan pengendalian dan pengurusan barang
daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengg
dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan
pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

26. Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang milik Daerah yang
dipergunakan sesuai iugas pokok cjan fungsi Satuan Kerja Pei'angkat
(SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun g
serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

27. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka
tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

28. Pinjam Pakai ada[ah Penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah
dengan Pemerintah Dae'rah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut
diserahkan kembali kepada pengelola.

29. Kerjasarna Pemanfaatan adalah Fendayagunaan Barang Milik Daerah oleh p
lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
bukan pajat</pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

30. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasi
kemudian rliclayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu
telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta banguna
dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

31, Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah bierUpa tanah i

dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak

lain tersebut dalam jangka wiktu tertentu yang disepakati'

32. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang-- 
Aenian' menerbitkan surat keputusan dari p-iaUat Yang berwenang untuk

membebask"n p",tgun" 
-o"nlJ't", 

kuasa peng-g.una dan/atau pengelola dari

tanggung jawaO a"iministrasi dan fisik atas- 
-barang yang berada dalam

penguasaannya.

33. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan .barang 
milik daerah sebagai

tindak lanjut dari p*ngh"pu*"n fengan caia dijual, diperiukarkan, dihibahkan atau

disertakan sebagai mbdat Pemerintah Daerah'

34. Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain

dengan menerima penggantian dalam bentuk uang'

35. Tukar Menukar Barang Milik Daerahffukar Guling adalah pengalihan kepemilikan

barang mitik daerJlJng Jiiak*an antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

pusat, antar Pemeriirtati Daerah atau antara Pemerintah Daerah dan pihak lain'

Oen#n m enerim a'pffi ;nii il oal am bentuk barang, seku rang-kuran g nya de n gan

nilaiseimbang.

36. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah pusat, "aniai pembrintan Daerah aiau dari Pemerintah Daerah kepada

pihak lain, tanpa memperoleh pergantian'

37. Penyertaan'Modal Pelnerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang mlllk'

Daerah yang r**rfr 
-r"iupafan fefayaan ying. tidat dipisahkan menjadi

kekayaan ,nrng oipir"t kan r.intuk diperhiiungkah gb.naoaj modal/saham daerah

pada badan uran"'[,fifif. f.f"gara/Daerah'atbu bidan hukum lainnya' '

38. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, in'irentarisael

Can pelaporan O"iing mifikiaerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

3g. lventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan

pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah'

40. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada

data/fakta vrng oiy"ktir-Jan retevin dengan menggunakan metode/teknis tertentu

untuk mennparoleh nilai Barang Milik Daerah'

41. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar

t;g memuat-data dirang yang Cigunakan oleh masing-masing pengguna.

42. Daftar girrng Kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar
- 

t;;g memuai-data barang yang ciimiiiki oieh masing-masing Kuasa pengguna.pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya



44. standarisasi harga acarah penetapan. besaran harga barang sesuai jen
spesifikasidan kualitas dalam i (satujperiode tertentu.

43. standarisasi sarana dan prasarana Kerja pemerintah Daerah adalah pembi
ruang kantor, Perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaL"n oin"* dan tai

BAB III
ASAS DAN LINGKUP PENGELOLAA.N

Pasai 4

pengelola Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

a. fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah

dibi"dang Pengelolaan 
-Barang 

Milik Daerah dilaksanakan oleh pemegang kuasa,

pengeloia baflng dan penggrina barang sesuaifungsi dan tanggung jawab masing'

masing;

b. kepastian hukum yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan

beidasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

c. transparansi yaitu penyelenggaran pengelolaan qa3tq Milik Daerah harug

transparan terhadap hathasyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

d. efisiensi yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan agar digunakan sesual

batasan-batasan sltandar kebutuhian yang diperlukan dalam rangka menunJang

tugas pokok dan fungsi Pemerintah secara optimal;

e. akuntabilitas yaitu setiap pengeiolaan Barang Milik Daerah harus dapat.

dipertanggungjawabkan kepada mayarakat;

f. kepastian nilai yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah harus. didukung oleh adanye

keietapan lumtan Oin riitai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan

akurasi data serta pemindahtarigandn Barang Milik Daerah maupun untuk

penyusunan neraca Pemerintah Daerah. ,

Pasal 5

Selain asas pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

pejabat eenfeloia Barang Oaerin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnye

memperhatilian ruang lin[kup pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagal

berikut:

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

b. pengadaan;

c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

d, penggunaan;

e. penatausahaan;

barang yang nnemerlukan standarisasi.

BAB II
BARANG DAERAH DAN BARANG NEGARA

pasal 2

(1) setiap barang yang menjadi mirik atau dikuasai pemerintah Daerah, orehharus merakukan- ideniifikasi penf-rorain dan inventarisaj'';ini.""n?l5i
berdasarkan standar keuangan piOa [engelolaan barang, 

- ---
(2) Apabila pe.ngadaan dirakukan dengan 

"menggunakan sumber keuanganberasal dari ApBD, maup.un sumberlerorenan"iainnfi, r"k"' pengeroraan rdilakuka,n otei nunajl..fefasarkan pada ketentuair Vang'iiengaturpengelolaan 
_Barang Mirik Daerah dair ketentuan rlinn}," "v"ng 

terkait
barang atau Barang Milik Daerah.

(3) Apabila pengadaan g?rgng dirakukan dengan menggunakan sumber ktyang berasar dari ApBN, maka pengeriraan urrrng ;ir.kukan orehberdasarkan ketentuan yang mengaiur ientang pengelolaan Barang Milikyang dilaksanakan atau dimanfaatkln oleh Daeiah"

a-.
pasal 3

selain barang daerah yang diperoreh dari pengadaan merarui APBD barang mPemerintah Daerah diperoleh dari :

a. hibah;

b. sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau Kontrak;

c. berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

d' barang yang diperoreh berdasarkan putusan pengadiran yang mempunyaikekuatan hukum tetap.

oe



f.

g

h.

i.

j.

k.

t.

pemanfaatan;

pengaiiianan dan pemelihaiaan;

penilaian;

penghapusan;

pemindahtanganan;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan

pembiayaan.

e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah

sesuai baias kewenangannya;

f.menyetujuiusulpemanfaatanBarangMilikDaerah,termasuktanahdan/atau
bangunan.

(4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola, benruenang dan bertanggung jawab sebagai

berikut:

a. menetapkan pejabat yang mengurus dan penyirnpan Barang Milik Daerah;

b. menelitidan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah:

c.menelitidanmenyetujuirencanakebutuhanpemeliharaan/perawatanBarang
Milik Daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan' penghapusan dan pemindahtanganan

Barang Milik D;;;h yani to"n disetujuioleh Bupati;

e.melakukankoordinasidalampelaksanaaninventarisasiBarangMilikDaerah;

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Mlllk

Daerah.

(5)KepalaDinasPendapatgn,PengelolaKeuangandanAsetD_aerahselakuPembantu
pengetota bertanggung jawab. r"nskooiJiniipelyglgnggaraan pengelolaan Barang

Milik Daerah V"ndi"tidt pada maiing-masing SKPD'

(6) Kepala satuan Kerja perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah'

' ' 
benrenang dan bertanggung jawa' ' ' ,ur"nn 'Mirik Daerah bagi satuan KerJa
a. mengaiukan Rencana Kebutuhan

perangkat Daerah yang dipimpinnya repio-a Bupati melalui pengelola;

b. t.n"ngJirmn permohonan _penetapan 
status untuk penguasaan dan

penggunaanil"i"ngMiriro'aeranvZngdiperolehdaribebanAPBDdan
perolehan l"itil;l;ltlg 

-san 
tepaoa Bupaii melalui Pengelola;

c.melakukanpencatatandaninventarisasiBarangMilikDaerahyangborade
dalam Penguasaannya;

d.menggunakanBarangMilikDaerahyangberadadalampenguasaannyauntuk
kepeniingan penyelenggaraan iug; "porok dan fungsi SKPD yang

diPimPinnYa;

e.mengarnankandanmemeliharaBarangMitikDaerahyangberadadalam
penguasaannya;

BAB IV
PEJABAT DAN WEWENANG

Pasal 6

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berue
dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaaripengelolaan earant
Daerah.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibantu oleh :

' a. Sqkretaris Daerah selaku pengelola;

b. Kepala Dinas ppt(AD selaku pembantu pengelola;

. c. Kepala SKPD selaku pengguna; I

d' Kepala Unit peraksana Teknis Daerah seraku Kuasa pengguna;

e. Penyimpan dan pengurus Barang Milik Daerah.

(3) Bupati sebagai pemegang Kekuasaan pengelolaan Barang Milik
mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

b, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah
bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah;

d. mengajukan usur pemindatanganan Barang Mirik Daerah yang m
persetujuan DPRD;

IU
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mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DpRD dan
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupatimelalui

g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepenti
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKpD yang dipimpinnya
Bupati melalui pengelola;

h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang M
Daerah yang ada dalam penguasaannya;

i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang pengguna Semesteran
dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBpT) yang berada
penguasaannya kepada pengelola.

(2)Dalammenyusunrencanakebutuhanbarangdanrencanapemeliharaanbarang,
Keoala uprD setak'u [r"r. p"nggun-.alran"g memperhaiikan ketersedian Barang

il:Jif 5";"i.;#;;,k* ;;a s etlii ensi d an kepastian n i lai.

(3)KepalaUPTDsetakuKuasaPenggunaBarangMilikDaerah'.mengajukanrencana
kebutuhan our"ng ;In i"n."napJiretihar""n 6"r"ng kepada Kepala sKPD.

Pasal 9

Usulanrencanakebutuhandanpemelih.araanbarangsebagaimanadimaksuddalam
pasatS ayat (1) oiterusi<Ji'o'ien r;para sKP;'k;paJa"eupati-melaluisekretaris Daerah

untuk dipertimOangra;sebagai Ualian penyusunan Rancangan APBD'

Pasal {0

PenvusunanrencanakebutuhandanpemeliharaanBarangMilikDaerah,harus
berpedoman paoa stlnoaiGsi Harsa B"i;;;;;;litetapt<an dalam Peraturan Bupatl'

BAB Vi

PEMBANTU PENGELOLA ENRAhIC MILIK DAERAH

Pasal 1{

A----l^l^ M^mhl

/1\ Keoala Dinas PPKAD selaku Pembantu Pengelola mempunyai tugas dah fungsi

'" t'#'n"nlu Fengetota Barang Milik Daerah

" lng Milik Daerah' Kepala'Dinas PPKAD
(2) Sebalai Pembantu Pengelola B-are

merupakan puttlniltit p"-nyutun Rancangan APBD'

Pasal 12

PalinglamaZ(dua)bulansetelahAPBDditetapkan,makaKepalaDinasPPI(ADselaku
pembantu pengetota menyusun Daftar d;;d;; eaiang IUit* Daeran (DKBMD) dan

Daftar Kebutuhan F*rn-Jnur""n e"r"ng-;y1;iir o""t"n-(DKPBMD)' sebagai dasar

pelaksanaan p"ng"i;n ;an pemeiina'au'n B"'"ng Milik Daerah'

Barang bertugas menerima, menyimpan
berada pada Pengguna/Kuasa Pengguna

Daerah dalam pemakaian pada masi

BAB V
PERENCANAAN KEBUTUHAN, PEMELIHARAAN

DAN PENGANGGARAN

Pasal Z

Kepala sKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah menyusun rencana keb
barang dan rencana pemeliharaan barang Satuan kerja yang dipimpinhya. .
Dalam menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan
Milik Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang memperhatikan keter
Barang Milik Daerah, berdasarkan asas efisiensi dan kepastian nilai.

Rencana kebutuhan oleh SKPD, disusun oleh Kepala sKpD dalam rencana
anggaran satuan kerja yang dipimpinnya.

Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada
melalui Sekretaris Daerah .

Pasal I

Penyimpan dan Pengurus
menyalurkan barang yang
mengurus Barang Milik
Pengguna/Kuasa Pengguna.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UpTD) selaku Kuasa pengguna
Milik Daerah menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana 

-[eme

barang pada unit kefa yang dipimpinnya.
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(1)

(2)

(3)

BAB VII
PA,NITIA PENGADAAN BARANG

Pasal 13

Proses pengadaan barang Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah,

Panitia Pengadaan Barang dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan
Keputusan Bupati.

Kewenangan pembentukan Panitia Pengadaan Barang dapat dilimpahkan
Kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Pasal {4

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengadaan Barang
DKBMD dan DKPBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Dalam proses pengadaan barang, Panitia Pengadaan Barang
memperhatikan prinsip pengadaan Barang Milik Daerah yaitu :

a. efisiensi;

b. transpaian;

c. terbuka;

d. bersaing; ' '
e. adil;

f. tidakdiskriminatif;

g. akuntabel.

Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengadaan
memperhatikan tujuan pengadaan Barang sebagai berikut :

a. tertib Administrasi Pengadaan Barang Daerah;

b. tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah;

c. pendayagunaan Barang Daerah secara maksimal sesuai dengan
Pengadaan Barang Daerah;

d. tertib pelaksanaan Penatausahaan Pengadaan Barang Daerah;

Pasal 15

(1)PanitiaFengadaanBarangmelaksanakanPengadaanBarangdengancara:

a. Pengadaan/Pemborongan Pekerjaan;

b. MembuatSendiri/Swakelola;

c.Pengadaansecarahibahataubantuan/hibah,sumbanganataukewajibanpihak
ketiga;

d. Tukar Menukar; dan

e. Guna Susun.

(2)ApabilapengadaanBarangPemerintahDaerahmemilikisifatyangkhususdan
rahasia serta ,"d";; ""sas teseiag"m"n, dilaksanakan sesuai Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku'

BAB VIII
PANITIA PEMERIKSA

Pasal 16

(1) Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati'

(2) Pembentukan Panitia Pemeriksa sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilimpahkan r"pli" r"p"la sKpD unt'ril memnentuk Panitia Pemeriksa Barang

pada unit kerjanYa.

(1)PanitiaPemeriksaBarango?F'-melaksanakanpemeriksaanterhadapBarang
yang telah oiaoaran oieh 

-panitia pengadian Barang harus membuat berita acara

hasil Pemeriksaan.

(2) Apabila dalam pemeriksaan ditem.ukan hal-hal yang tidak sesuai dengan

kontrak/perjanjian, nota pesanan atau-Jo[umen lainnya, maka Panitia Pemeriksa

membuat berita acara temuan oimar<suo untux disampaikan kepada Panitia

Pengadaan Barang.

(3) Berdasarkan berita acara sebagaimana yang dim.aksud pada ayat (2), Panitia

pengadaan Barang segera melaksanakan penfesuaian atau penyelesaian'

(4) Apabila peqryelqsaial selagaimlna dimaksud Pqda lVat 
(3)' membutuhkan waktu

yang agak tama,-maka gaiang terseuui diserahkan kepada Penyimpan/Pengurus

Barang SK'D dengan berita acara t*.ni"tt sebagai barang titipan dan belum

(1)

\z)

(3)
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bisa dimanfaatkan sebelum keterangan yang menyangkut pengadaannya
selesai.

(5) Dalam hal barang hasil Pengadaan yang ditetapkan sebagaimana dimakud ayat (

cjisertai dengan berita acara penitipan barang yang memuat data/keterangan
diperlukan yang berhubungan dengan kekurangan barang dimaksud.

BAB IX
PENGGUNA

Pasal t8

(1) Barang Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa B
selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Barang;

(2) Pengguna Barang setelah menerima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1

membuat laporan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola yang disertai
dokumen Pengadaan Barang;

BAB X
PENERI MAAN, PENYI MPANAN DAN PENYALURAN BARANG

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 19

Barang bergerak yang telah diadakan, diterima oleh Penyimpan Barang untuk disim
didalam gudang penyimpanan.

Bagian Kedua
Penyimpanan

Pasal 20

Penyimpan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyimpan barang hanya dapat menggudangkan barang pengadaan yang di
dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani
pejabat yang berwenang serta dokumen barang yang memuat macam
banyaknya, harga dan spesifikasi barang;

b. penyimpanan barang dianggap sah apabila diseriai berita acara penyerahan
ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang/Pengurus Barang dan
Barang;

c'apabilabarangyangakandigudangkan,ternyataterdapat,kekuranganatausyarat
yang betum t"rp"nini O"rang terienut O"pit disimpan didalam gudang sebagai

barang titiPan sementara.

Pasa! 21

Penyimpan barang dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan :

a. kebersihan, keamanan dan kerapian tempat penyimpanan/gudang serta

ketersediaan barang;

b'menyelenggarakanadministrasidanstockopnamesecaraberkalamaupun
insidentil tlinaOap barang persediaan dalam gudang;

c'membuatlaporanbaikpersemesteranmaupuntahunankepadaPengelola.
Bagian Ketiga

PenYaluran

Pasal 22

penyimpan barang dalam menyalurkan barang kepada unit pengguna harus

memperhatit<an feterseOiaan barang atas perintafi atasan lansungnya dengan ber6a

acara penyerahan barang'

Pasal 23

Dalamrangkapenerimaan,penyimpanandan.penyaluran.barangsebagaimana
dimaksud dalam P"oi ]g,'pasai ZO, Pasal 21 dan Pasal 22 penyimpan barang

menyiapkan dokumen sebagai berikut: .

a. Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang;

b. Berita Acara Pemeriksaan Barang;

c. Berita Acara Penerimaan Barang;

d. Buku Penerimaan Barang;

e. Buku Pengeluaran Barang;

f. Buku Barang lnventaris;

g. Buku Barang Pakai Habis;

h. Kartu Barang;

i. Kartu Persediaan Barang;

to
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j. Laporan Semesteran dan Tahunan tentang Penerimaan dan Pengeluran
Pakai Habis Dan Barang lnventaris;

k. Bukti Pengambilan Barang dari Gudang;

l. Berita Acara Penerimaan Terdapat Selisih;

m. Surat Pernyataan Penggantian Penerimaan Barang Sementara;

n. Berita Acara Pemeriksaan Barang Korban Bencana Alam dan Korban Bencana
Kebakaran;

o. Surat Perintah Pengeluaran.

Bagian Keempat
Penerimaan Barang dari Pihak Ketiga

Pasal 24

(1) Bupatidapat menerima barang yang berasal dari pihak ketiga sebagai akibat dari :

a. pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian;

b. pelaksanaan darisuatu perizinan tertentu;

c. berupa sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan.

(2) Penerimaan beibagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalain Berita
Acara Serah Terima (BAST) disertai bukti berupa dokumen kepemilikan barang
'tersebut. . _

(3) Barang yang diterima didaftarkan kedalam daftar Barang lnventaris Milik Daerah.

BAB XI
PENGGUNAAN

Pasal 25

(1) Bupatimenetapkan penggunaan Barang Milik Daerah untuk ditujukan kepaCa :

a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; atau

b. Pihak lain untuk mendukung pelayanan umum atau fungsi SKPD.

(2) Penetapan sebagainnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 26

PenetapanpenggunaanBarangMilikDaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal2S
dilakukan dingan proses sebagai berikut :

a.PenggunaBarangMilikDaerah.melapo'rkankepadaPengeloladisertaidenganusul
penggunaanny" r*O*iu* menetapkan p"nggunt"n Barang Milik Daerah;

b.Pengelolamelakukanpenelitiandenganpertimbangankondisidankeberadaan
SKPD antara lain :

1. Jumlah Personil/Pegawai SKPD;

2. Standar kebUtuhan tanah, bangunan dan peralatan untuk penyelenggaraan

tugas Pokok SKPD;

3. Beban tugas dan tanggung jawab SKPD;

4. Jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan jelas termasuk nilainya'

c.Pengelolasetelahmelakukanpenelitiansebagaimanadimaksudpadahurufb'
mengajukan rJi';;pJ;-e3nati^untut ditetapt<an status penggunaannye

sena-gaimana dimaksud dalam Pasal Zb'

Pasal 27

(1) Setiap tanah dan/atau banguna! yang tidak diperoung[an untuk tugas pokok dan

funssi SKPD, h.;;;;;f,rcan r<dpaola Bupati melalui Pengelola'

.(2)Penyerahansebagaimanadimaksudpadaalat(1),dite.tapkandenganKeputuean
BuPati.

Pasal 28

(1) Setiap Pengguna yang tidak l-"g13hk"n 
barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 at<an oiUefukin dana pemeliharaannya'

(2) Bupati dapat mengalihkan p"P-g-1f?n setiap tanah dan/atau banqunan dan eerta

barang inventaris tainnya sebag"it"nu lini"isuA paOa ayat (1i kepada SKPD

lainnYa.
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Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah harus melakukan pend

dan pLncatatan barang dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang

(2) Pengelota dan Pengguna P"l?19,, 
*"'n Daerah sgO'elum menyusun buku

'-' ini.'ni"iir"*i ,"u"i.i,i"na dimaksud il* ngtjll"tS:f:"i 
dahuru merakukan

."t=t= U"i.ng Oaerin yang dilaksanaka

(3)Bukuinventarisasibarangmerupakan,saldobarangmilik,daerahyangmenjadi
dasar bagi sKpD u.t"[''i*i"rur'rn o"tt"i'iln-[["6it'rusi laporan mutasi barang

f,.p"O" B"upati melalui Pengelola'

Pasal 31

SelainBarangMilikDaerah,barang.milikdepartemenlainnyaseoertibarangmilik
pemerintah pusat ii;'"i';;;;i;,in plr#.T'];;s d.ikeiola/dipersunakan ole!

pemerintah Daerah dit"krk;'i;u"nt"rir"tii"tt"nli'i"t"tpisah 
dari buku inventnsast

Barang Milik Daerah 
pasal.32

BaranqMilikDaerahyangdikelol3Sl"!'l:'u'ahaanDaerah'BadanUsahaMilikDaerah
dan Vavasan Milik'b*"'"tn' oten pimpii#';#;"; harus membuat daftar

i"l;ti";il;; oan oitaporran kepada Bupati'

Pasal 33

Bupati berwenans untuk- m erakukan 
r$lf||3'j"l*,lit'30*ril :t"1'J t:?H:iEl

rJilgr.il Baraig Milik Daerah Yang-,

Daerah, Bad an u *'ni'vi i ri r 
"o 

tJt"rt iun"v"v asan M ilik D aerah'

! I Bagian Ketiga 
' -

PelaPoran

Pasal 34

(1) Pengelola, Pengguna dan Kuasa^Pen99'Yl"^::11 P'lmbantu Pengelola harue

membuat Lapo'r"a"n 
-B"r"ng 

tnventaris iiitit Daeran secara berienjang kemudlan

oteh pengerora iemnuat iekapitulJii ilil''"*6 muiasi earan6 Milit< Daerah

kePada BuPati'

(2) Pengguna barang menyamO3ill?:]1Po"n penggunaan barang semesteran' laporan

tahunan dan 5 (lima) tahunan xupuot gupiti t'*t"tui Pengelola'

(3) Kuasa P9ngguna meny-ampaikan penggunaan barang sgryesterant tahunan dan 5

'-' iri*il tahunan kepada Pengguna'

BAB XII
PENATAUSAHAAN

Eagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 29

1)

2)

Pengguna (DBKP).

Pengguna/Kuasa Pengguna dalam melaksanakan pendaftaran dan penca'

sebigaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai format sebagai berikut :

a. Kartu lnventaris Barang (KlB) A Tanah ;

b. Kartu lnventaris Barang (KlB) B Peralatan dan Mesin;

c. Kartu lnventaris Barang (KlB) C Gedung dan Bangunan;

d. Kartu lnventaris Barang (KlB) D Jalan, lrigasi dan Jaringan;

e. Kartu lnventaris Barang (KlB) E Aset Tetap Lainnya;

f, Kartu lnventaris Barang (KlB) F Konstruksidalam Pengerjaan;

g, Kartu lnventaris Ruangan.(KlR);

h. Daftar Barang lnventaris;

i, Rekapitulas'i Barang.lnventaris;

j. Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang.

i3) Pembantu Pengelola saat melakukan pendaftaran dan pencatatan !?iq$
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD)

harus melakukan koordinasi.

Bagian Kedua
lnventarisasi

Pasal 30

Pengelola dan Pengguna Barang Milik Daerah harus menyusun buku inventarisasi
yang mencatat semua barang Milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tida-k

bergeraf yang dilengkapi dengan data meliputi kode lokasi, kode barang, jenis,

meieptype jumlah ukuran, harga, tahun perolehan, sumber perolehan barang,

kondisi barang dan sebagainya"

il )
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(4) Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan penggunaan barang
semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD dalam
bentuk Daftar lnventaris beserta rekapitulasinya yang akan digunakan sebagai
bahan penyusunan rencana daerah.

Pasal 35

Pengelola, Pengguna dan Kuasa Pengguna serta Pembantu Pengelola dalam membuat
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempergunakan aplikasi Sistim
Administrasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);

BAB XIII
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Kriteria Pemanfaatan

Pasal 36

(1) Pemanfaatan bai"ang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah
dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat
persetuj uan pengelola.

(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD,
dilaksanakan oleh pengelola selelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/itau bangunan yang tidak
dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD,
dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis
dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 37

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa ;

a. $ewa;

b, Pinjam Pakai;

c. Kerjasama Pemanfaatan; dan

d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna'

Bagian Ketiga
Sewa

Pasal 38

(1)KepalaDearahatasnamaPemerintahDaerahdapatmenyewakanBarangMilik
Daerahbaikyangbergerakmaupunyangtidakbergerakkepadapihakketiga'

(2)Penyewaanbarangmilikdaerahberupatanah.dan/ataubangunandapat
dilaksanakan ot"[ plngeiota setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

(3) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selaln

tanah dan/atau bangunan yang t"tif, iipergunakan o-leh pengguna' dapat

dilaksanakan of enEriggu na deteian m endapat persetuj uan dari pen gelola'

(4)Penyewaanhanyadapatdilakukandenganpertimbangansebagaiberikut:

a. Untuk mengoptimalkan daya guna dan hasilguna Barang Milik Daerah;

b'BarangMilikDaerahtersebutbelumdimanfaaikanoiehSKPD.

Pasal 39

(1) penyetenggaraan sewa Barang Milif.Daerah antara Pemerintah Daerah dengan

''' pifrak 1*G difafufan deng_ai membuat surat perjanjian sewa menyewa yang

memuat antara lain I r

a. Pihak - pihalt yang terikat dalam perjanjian;

b. Jenis, luas atau jumlah barang , besaran sewa dan jangka waktu penyewaan;

c. Biaya operasional dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung

jawab PenYewa, dan

d. Persyaratan lainnya yang dianggap perlu'

(2) Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (Lima) tahun ,dan 
dapat diperpanJang

kembali dengan cara pembayaran sewa buianan'atau tahunan maupun sekalig,s

atau berkala.

(3)C.arqpembayaransewaadalahbutananatautahunalmaupunsekaligusatau
berkala.

(4) Hasil penyewaan Barang Milik Daerah disetor ke Kas Daerah'
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Pasal 40

(1) Selain harga sewa Barang lr4ilik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39,
Pemerintah dapat mengenakan retribusi kepada penyewa apabila pemanfaatan
Barang Milik Daerah yang disewa merupakan obyek retribusi ;

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Bagian Keempat
Pinjam Pakai

Pasal 41

(1) Barang Milik Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak yang tidak habis pakai
dapat dimanfaatkan secara pinjam pakai kepada lnstansi Pemerintah atau antar
Pemerintah Daerah dengan suatu perjanjian pinjam pakai.

(2) Selain antar lntansi Pemerintah atau antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pinjam pakai kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam rangka menunjang pen,velenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3) Pinjarn pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
paling larna 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan tidak menerima imbalan.

{4) Pgrj4njian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

, !. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkAn; . .

c. jangka waktu pinjam pakai;

d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selarna
jangka waktu peminjaman; dan

e. persayaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima
Ke4asama Pemanfaatan

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daer:ah
dengan pihak lain dengan maksud :
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a. mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah secara berdaya guna dan

berhasil guna;

b. untuk meningkatkan penerimaan daei'ah;

c. iidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk

memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu dilakukan

terhadap barang milik daerah dimaksud.

(2) Kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain dilaksanakan dengan prosedur sebagal

berikut :

a. kerjasama pemanfaatan dilaksanakan dengan tender atau lelang yang dllkutl

paling sedikit 5 (lima) peserta lelang;

b. apabila pesertanya kurang dari 5 (lima) dapat dilakukan pemilihan lansung atau

penunjukan lansung;

c. selain penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b, terhadap

kegiatan yang bersifaimuius yang memanfaatkan tanah milik daerah untult

keliatan iep6rti kebun binatang, pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengOlOlr

limlah, pendidikan dan saranablahraga, dapat dilakukan dengan penunluken

iangsung tanpa meiaiui prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 43

pihak lain yang melakukan kerjasama pemanfaatan barang milik , daerah' harur

memenuhi hal-hal sebagai berikut:
-a

- a.. selain memenuhi pembagian keuntungan yang telah ditetap.kan, harus membrytl
retribusi selama dalam pemanfaatan tefaOa Pemerintah Daerah sesual dcngrn
yang ditetapkan oleh tim penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;

b. selama dalam masa kerjasama pemanfaatan, dilarang untuk menjaminkan.barrng

rnilik daerah yang menjadi obyek kerjasama dengan pihak lain sepertl B!nk,

Penggadaian dan lembaga keuangan lainnya;

c, jangka waktu kerja sama paling lama 30 (tiga puluh) ,tahun terhitung seJrk
-OitanOatanganinya 

perjanjian dan dapat dilakukan perpanjangan sesual dengan

kesepakatan;

d. perjanjian kerjasama sebagimana yang dimaksud dalam huruf c memuat hal'hrl
pokgk sebagai berikut

a. pihak-pihak yang terkait didalam perjajian;

b. obyek kerja sama;



(1)

c. jangka waktu kerja sama;

d. pokok-pokok mengenai kerjasama;

e. data-data barang milik daerah yang dikerjasamakan;

f. hak dan kewajiban para Pihak;

g. besarnya konstribusi tetap dan pembagian keuntungan;

h. sanksi.

setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status

penggunaan/pemaniaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan,

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 44

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk kepeniingan pelayanan umum dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

b. tan'ah milik Pemerintah Daerah yang telah'diserahkan oleh pengguna kepada

Bupati;dan

e, tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dah fasilitas dimbksud.

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana

Jimit<suO 'paOa eyat (1), Aileksanagan -oleh pengelola setelah mendapat

persetujuan BuPati.

Pasal 45

Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan

mbrtui' tender/lelang 
-dengan 

mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima)

ffi?::T"H ditetapkan serama jangka waktu pensoperasian, harus memenuhi

kewajiban sebagai berikut:

a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan

berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;

b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun

Guna Serah:dan

c. memelihara objek Bangun Guna Serah aiau Bangun Serah Guna'

(3) objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak

pengelolaan milik Pemerintah Daerah'

(4) Objek Bangun Guna Serah atau Bangun serah Guna berupa tanah dan/atau

' '' n"itrnrn tioat< boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.

(5) Hak Guna Bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat
'-' dijadikan iaminin.JanAtJu Oiagunkan-sesuai ketentuan Peraturan Perundang'

undangan.

(6) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun serah Guna paling lama 30 (tlga
' ' 

putufr) tahun sejak perjanjian ditandatangani'

(7) Bangun Guna Serah atau Bangun serah Guna dilaksanakan berdasarkan gurat

' ' 
perjJnjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perianjian;

b. objek bangun guna serah atau bangun serah guna;

c. jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna;

d.hakdankewajibanparapihaky3ngterikatdalamperjanjian;dan

e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(B) lzin- meriditikpn Bangun .Guna; Segah atau Barigun Serah Guna ataE ngml

Pemerintah Daerah'

(9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada

APBD.

(10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Suftt
' ' perjanjian,-konsultan pelaksairaipengawas, dibebankan pada pihak pemenang'

(11)Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guta sorah torlcblh

dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebolum

penggunaannya ditetapkan oleh Bupati'

Pasal 46

Bangun Guna Serah *rrprn ga;g;n Seran Guna Barang Milik Daerah dllakeanakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

(2)

(1)

(2)
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a. Mitra Bangun Guna Serah atau Bangun serah Guna harus mehyerahkan Hasil

Bangun Guna Seral 
"t", 

g;.gun Seiah Guna kepada Bupati setelah selesainya

pembangunan;

b, Mitra Bangun Guna serah atau Bangun serah Guna dapai menda,vagunakan

Uri"ng miit Oaeran teisebut sesuai jingka waktu yang ditetapkan dalam surat

perjanjian; dan

c, Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek bangun.serah guna terlebih

dahulu diaudit or*'f'r-Jput"i'p6ngt*". fungsional Pemerintah Daerah sebelum

penggunaannya ditetapkan oleh Bupati'

BAB XIV
P ENGAMANAN DAN PEIiELIHARAAN

' Bagian Kesattl
Pengamanan

Pasal 47

setiap Pengelola, PenEguna dan Kuasa felseu1a. 
harus melakukan pengendalian dan

iJ."ftio* 
"*c"i" aoiiinittt"tii oan tindakJn' hukum terhadap semua Barang Milik

b".irn yang berada dalam penguasaannya sehingga dapat .dimanfaatkan 
secara

;ptil;i sL;tJterninoar ojii penyerduotan, pehgambitaii[an atau klaim dari pihak lain'

': " Pasal 48

setiap Pengelola, Pengguna dan Kuasa Penggrlna melaksanakan pengamanan BqJang

fr4ffifi bt*t"'6 dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Pengamanan fisik sebagai berikut:'

1. Barang lnventarias :

a) p;g;r;rn teGoap oai-ng - bar;ng be,geiak dilakukan dengan cara:

1) Pemanfaatan sesuai dengan tujuan;

2) Penggudangan/ penyimpanan baik tertutup maupun terbuka;

3) Pemasangan tanda kePemilikan'

b)Pengamananterhadapbarang-barangtidakbergerakdilakuandengan

2) Pemasangan papan tanda kepemilikan;

3) Peniagaan.

2. Barang Persediaan :

pengamanan terhadap barang persedian dilakukan oleh penyimpan dan/ atau

pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang

baidsesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhlndar

dari kerusakan fisik.

b. Pengamanan administratif sebagai berikut :

1. Barang lnventaris :

a) Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan

cara :

1) pencatatan/inventarisasi;

2) kelengkapan bukti kepemilikan, antara lain BPKB, faktur pembsllen dtn
lain-lain;

3) pemasangan kode lokas! dan kode barang daerah berupa plaUetlltlr

dan sebagainYa.

b) Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dllakukan

dengan cara:

1) pencatatan/lnventarisasi;

, Z). penyesuaian bukti kepdmilikan seperti lMB, Berita Acara Serah Terlma,

Surat Perjanjian, Akta Jual Beli, sertifikat dan dokumen pendukung

lainnya.

2. Barang persediaan :

' - Pengamanan-administratif terhadap barang persediaan dialkukan dengan cafl
pencatatan dan penyimpanan secara tertib.

c. Tindakan hukum sebagai berikut:

Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermaealah

dilakukan dengan cara:

1, Negosiasi (Musyawarah) untuk mencari penyelesaian;

2. Penefatan huktm.
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Bagian kedua
Pemeliharaan

Pasai 49

setiap Pengelola, Pengguna dan Kulsa Pengguna harus melakukan tindakan-tindakan

p.*iin"i""n ternaOap-"eirang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya tanpa

merubah atau mengura.g' ffiilk atau konstrukii asal sehingga barang tersebut tetap

memenutri persyaralan untuk pemakaian maupun keindahan'

Pasal 50

(1) Setiap Pengelola, Pengguna dan Kuasa Pengguna dalam melakukan pemeliharaan
' ' 

memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:

a. pemeliharaan ringan dilakukan setiap hari kerja tanpa membebani anggaran;

b.Pemeliharaansedangdilakukandenganpembebananbiayaanggaran;

c. Pemeliharaan berat dilakukan perawatan sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang

pelaksanaanry" ft;k- J"p"t diduga sebelumnya tapi dapat diperkirakan

kebutuhannYa atas beban APBD'

(2) Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
*' 

il;ii1i .n."y"f"n Urru'ng iang ierdaftai dalam buku barang lnventaris.

Pasal 51
.. ..,,1 - o 

t-.

(1) Setiap Pengelola' eirigguna dan Kuasa Pengguna menyusun rencana

' ' 
f*m"tih"raan Barang Milik Daerah yang dikuasainya'

{2) Rencana pemeliharaan sebagaimana yang dimat<sud pada ayat (1) menjadi bahan

''' il;;;;;;; APBD ;;i"* Hrin"nqali P-emqllhaqagn Q.aq1s dqeFh'

(3)Secaraadministrativepelaksanaannyadilakukandengan
pemeli haraan/Perawatan barang'

BAB XV
PENILAIAN

Pasal 52

Milik Daerah dilakukan oleh Tim yang ditetapkan

(2) Penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga

indenpenden yang berSertifikat dibidang penilaian aset sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 53

(1) Hasil penilaian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dalam' ' 
rangka pengarnanan, penyusunan neraca daerah, pencatatan, inVentarleaal,

pemanfaatan dan pemindahtanganan.

(2) Penilaian barang Daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntanal' ' 
Pemerintah Daeiah dengan dukungan data yang akurat yang tercatat dalam daltrr
lnventarisasi Barang Milik Daerah.

Pasal 54

(1) Penilaian Barang Milik Daerah khusus untuk tanah dan/atau bangunan

dilaksanakan oleh panitia penilai berdasarkan pada estimasi terendah dengrn

berpedoman pada nilaijual obyek pajak untuk memperoleh nilai yang waJar'

(2) Selain penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaiannya. Jugr' 
berdasaikan nilaiperolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondlelflrllt
aset dimaksud.

Pasal 55

. Penilaian Barang Milik'Daerah yang dilakukan oleh lembaga independen sebagelmEnt
dimaksud dalam Pasal 53'ayat (1) dilakukan dengan pendekatan salah gatu atru
kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan

seiuai standar pbnitalan lndonesia yang diakui oleh Pbmbrintah lnddnesia,

Pasal 56-

(1) Barang Milik Daerah dad hasil pembelian, pembuatan dan berasal dari sumbangan
atau ninan yang tidak diketahui nilainya, maka penilaiannya dilakukan oleh tlm
penaksir atau pengurus barang,

(2) Barang Milik Daerah yang diperoleh dari hasil pembelian, pembuatan dan beragal

dari pemberian aiau hibah dan sebagainya yang menunjukan nilai yang tldak waltr,
maka nilainya ditaksir oleh tim penaksir atau pengurus barang,

Penilaian terhadaP Barang

dengan KePutusan BuPati.
(1)
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})Dalammenetukannitaitaksiran'dilbkukandenganmembandingkanhargabarang
yang sejenis dalam tahun yang sama'

Pasal 57

1\ Benda-benda bersejarah dan benda bercorak kebudayaan, penilaiannya dapat

melibatkan tenaga ahli dibidang terseDut'

2) Benda-benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dimasukan kedatam buku

' inventaris Barang Milik Daerah'

pe,rBSXIXLnlr

Pasal 58

Penghapusan barang milik Daerah meliputi:

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan

b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah'

Pasa! 59

(1)Penghapusanbarangmilikdaerahsebagaimanadimaksud.dalamPasal58hurufa,' 
ditakukan dalam ;jr'[#;";ilil#;h'iiiiiJ-'o tudah'-tidak berada dalam

oenouasaan penoguna dan/atau ru"r""pJngtuna' y"no dilaksanakan dertgan

k"p-ututtn Pengelola atas nama tsupa$'

(2)Penghapusanbarangmilikdaerahsebagaimanadimaksudg**Pasal.SBhurufb'' 
dilakukan dalam ;:iiaraffiirirt ot"tt'"n oimaftuo budah rusak berat vang secaia

ekonomis tioax il'eiiunii,ngr"n o"..rut"',it-ul- oipertarranrtan' sudah beralih

kepemitikannyr, t;;i'iilrii"p'"nsninanil ri; dlsnanan atau karena sebab-

U[l.n i;i'; v"itg' oil"i;"'[tt lundun Keputu san B upati'

(3)PenghapusanBarangMilikDaerahdengbntindaklanjutpemusnahansebagaimana
dimaksud pada t#i'zi ;ii;kut<an apaoita barang terebut:

a,tidakdapatdigunakan/dimanfaatkanataupuntidakdapatdipindahtangankan;

b,alasanlainsesuaidengankeientuanPeraturanPerundang-Undanganyang
berlaku'

(4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengguna

densan penserorailesi;T.#;illiri r;."-ttrlan)elpari vans dituanskan kedalarn

Berira Acara pr*r;;;;;;'o"n Jir.iort an kepada Bupati'

Pasal 60

(1)Barangl,4ilikDaerahbaikyang.bergerakrnaupuntidakbergeraksebelumdihapus
terlebihdahuludiadakanpenelitianoterr.paniti.aPenghapusanBarangMilikDaerah
yang dibentuk dengan l(eputusan tsupatl'

(2)Hasilpenelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)diiuangkandalamBerita
"' iil,"iltil peneriti"n iieh Panitia Penghapusan Barang'

Pasal 61

Mekanisme proses penghapusan barang daerah sebagai berikut:

a. Pengguna/Kuasa Pengguna mengajukan permoh?n* I"-l"da 
Pengelola untuk

melakukan penghapusan barang v"ng iil;*piikan dengan persyaratan admlnletrael

yang telah ditentukan;

b.Bilamanapermohonandisetujui,'makaberdasarkanhasilpeneletlanPanltlr
penshapusan #;;;'; ";;,'F".gri;ir 

mengeruatLan Keputusan Pen ghapuran

atas nama Bupati;

c.Pengeloladapatmenentukancar^a.penghapusanbtfll-g-d:noancarapenjualrn'
dihibahkan atau dengan pemusnahan'i"n t"t"ng uT.ym.mJlalui Kantor Lelang

Negara atau lelang ierbatas melalui'P*itd Gtg dibentuk dengan Keputuaan

Bupati; .

d. Khusus barang bergerakyang sudah rusak beiai dan tidak dapat dipergunakan lagl

seperti peraratan lJntor dan irman tq;g", [Jnl'"t""" ftnu"us'lapangan sepertl alrt

iingkutan n"rrpt"ft'tt;;i;;i;;9?iii"n"tin' truk' ambuldns' penshapusennyr

:i:li'E5'l; :il;?["'ffi il6; t:*"t 
::' 

B u P ati

Pasal 62

Gedungyangrnengalamirusakberat.sebagaiakibatpenurunanumurekongmh,
bencana atam penlnapusannya. Oitetapf<lili=engan Keputu.san Bupati' dan apabllr

kondisinya sangat hemUatrayar."n, prnii'i"pr.i."'c"p"t 
-oittx'ftn 

terlebih dahulu

t"tnir ni.nungglu Keputusan Bupati'

5,/
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BAB XVII
PE!!TIND.AHTANGANAN

Bagian Kesaiu
Eentu k-Berituk Pernlndahtanganan dan Persetu! uan

Pasal 63

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik

daerah, meliputi:

a. Penjualan;

b. Tukar menukar;

c. Hibah; dan

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 64

Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63'

Oitetapt<an de-ngan KeputuJan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakiian

Rakyat Daerah, untuk:

a, tanah dan/atau bangunan; dan

b, selain tanah dan/atau bangunan yan6 bernilai lebih dari Rp. 500.000'000,- (lima

ratus juta rupiah)' 
n ' Pasar 65 .

Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b

1lrng tiduf mimerlukan pe'rsetujuan DPRD diietapkan dengan Keputusan Bupati"

Pasal 66

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah danlatau bangunan yang bernilai

;;;p;iE;gln np. s00.d00.000,- (lima ratus juta rupiah), dilakukan oleh Pengelola

setelah mendapat persetujuan Bupati'

Bagian Kedua
Penjualan

Pasal 57

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan

c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-ht
tertentu.

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. penjualan kendaraan perorangan dinas Bupati dan Wakil Bupati;

b. penjualan rumah golongan lll; dan

c, barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola,

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 68

(1) Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati atau Wakll Bupl
serta pimpihan DPFID, dapat dijual 1 (satu)"unit kepada yang bersangkutan lcttlll
m ase jabatannya berakh ir.

(2) Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah dipergunakan lclaml I

(lima) tahun, serta sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kclancrnt
pelaksanaan tugas.

(3) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dlmakrud prdt
ayat (2) adalah Bupati atau Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD yang tclrl
mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah mcmba
kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (rcpuluh
tahun.

(+)_Pe_frjg_Al_a!_ fglq?le?n perorafg?n_ diqal dldasqrkan lada surat permohonll
-pembillen 

tenQ dibuat sendiri oleh yang-bersangkUtan den$an melamplrkan:

a. keputusan pengangkatan/pelantikan sebagai Bupati atau Wakil Bupatl dan
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pengangkatan/pelantikan sebagai Pimpinan DPRD;

b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam

tenggang waktu 10 (sePuluh) tahun;

c. hasil penelitian panitia penjualan.

5) harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:

a. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun,

harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen ) dari harga umum / pasaran

yang berlaku;

b. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga
jualnya 20 % (dua puluh persen)dari harga umum /pasaran yang berlaku.

Paragraf 2
Peniualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 69

1) Persyaratan penjualan kendaraan dinas operasional sebagai berikut:

a. Sebelum kendaraan dinas operasional d'tjual, Pengguna/kuasa pengguna

barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional kepada

Bupati melalui Pengelola;

b. Kendaraan dinas operasional yang diusul yakni untuk kendaraan dinas

operasional biasa telah memenuhi persyaratan umur 5 (lima) tahun atau lebih
' sedangkan kendaraan operasional khususilapangan "telah berumur 10

(sepuluh) tahun;

c. panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi

administratif/[emilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengg.alggl

kelancaran tugas dinas, efisiensi penggUnaannya, biaya operasional, nilai jual

kendaraan, d-an lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia

Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara;

d, Apabila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan tentang

penghapusan kendaraan dinas operasional.

i2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf .d .menjadi dasar untuk
' ' 

dilikufan p-e{uala1 [g1{qaan meLalgi pelglgnggn , b-aik pelqlqn$ft umgm

maupun pelelangan terbatas.

Pasal 70

Mekanisme penjualan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penjulan kendaraan melalui pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelrnt
negara;

b. Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang dltetapkat
dengan keputusan Bupati;

c. Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operallont
yaitu PejabaUPegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (eepulul'

tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa ponllun dr
pejabaVpegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabaUpegawaiyang leblh rcnlot

d. Peserta lelang sebagiman dimaksud pada ayat (3) membuat surat pcrnyatff
bahwa yang bersangkutan belum pernah membeli kendaraan dlnac drlrr
tenggang waktu 10 (sepuluh)tahun bagi PNS;

e. Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabaUpegawai, dapat mcnllku
pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama;

f. Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/ pelelangan tcibrtr
yakni jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenle kendrnl
bermotor beroda 2 (dua);

g. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan meliputi : bus, mlkro bue, mob
pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat, kenderaan dlatm rl
penjualan/ pelel-angannya dilakukap melalui pelelangan umum atau pelclangr
terbatas;

h. Harga kendaraan dinas operasional yang dilelang dibayar secara tunal trnp
cicilan;

i. Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas daerah.

Pasal 7l

Ketentuan harga penjualan kendaraan dinas diatur sebagai berikut:

a. kendaraan yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harg
jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang bcrlrk
pada saat penjualan;

b. kendaraan yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga lualnya rdrlf
20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku pade tll
penjualan;
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llain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, panitia

marsirlpenitai dapat 
-menentukan harga penjualan yang dsesuaikan dengan

lndisi dan umur ekonomis kendaraan'

Pasal 72

atelah ada penetapan penjualan kendaraan dinas, selanjutnya dilakukan proses

dminstrasi sebagai berikut:

, membuat surat perjanjian sewa beli kendaraan perorangan dinas yang

ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati;

. apabila ada biaya perbaikan yang bersumber dariAPBD selama 1 (satu) tahun' 
idrakhir atas k6ndaraan tersebui, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas

,.["figrr oleh pembeli sebelum surat perjanjian ditandatangani.

iurat perjanjian sewah beli harus memuat besarnya cicilan yang harus dilunasi dan

lngka waktu Pelunasan'

Pasal 73

araan dinas yang ielah dilunasi pembayaranicicilan, dibuatkan Kepuiusan Bupati

tapan tentang:

nlepasan hak kepemilikan Pemerintah Daerah atas kendaraan perorangan dinas

Ersebut kePada PembelinYa;

Engapusan kendaraan dinas tersebut dari daftar lnventarisasi Barang Milik

remerintah Daerah;

(eputusan eupiti tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu persyaratan

laiik nama kepemilikan kendaraan'

Pasal 74

rlla kendaraan dinas yang telah dilunasi pembayarannya.masih digunakan untuk

rtr.gr.-ei;as, maka'-biiv" op#tionalnya dapat disediakan oleh Pemerintah

rah.

Paragraf 3
Rumah Dinas Daerah

Pasal 75

3upati menetapkan penogolonoan furiah dinas daerah, terdifi dari:

a. Rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);

b. Rumah dinas daerah golongan ii (rumah instansi); dan

c. Rumah dinas daerah golongan lll (perumahan pegawai)'

(2) Peruntukan rumah ciinas sebagaimana dimaksud pada ayat (i) yakni:

a. Rumah daerah golongan I adalah rumah milik daerah yang dised.iakan untuk

ditempati oten ieme6ang jabatan tertentu yang berhubungan dengan alfat

dinas dan jabatannya,-harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan);

b. Rumah daerah golongan ll adalah rumah milik daerah yang tidak .pglOh
dipindah-tangant<in daii suatu dinas ke dinas yang lain.dan hanya.dleedlakrn

untrf Oit"*pitioleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan (rumah lnetancl)i

c. Rumah daerah golongan lll adalah rumah milik daerah lainnya lryqt8n [il!!(
daerah yang dis6diakJn untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidek termlruK

rumah daeritr golongan I dan Golongan ll tersebut diatas'

Pasal 76

(1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungrlnyr
' sebagai akibat a;nrr; peiubanan siruktur organisasi. dan/atau gudah dr

penglanti y"ng l"i;,' daiat dirubah statusnya henjadi rumah dlnag dacnh
golongan ll.

(2) Rumah dinas daerah golongan ll dapat dirubah statusnya menjadi rumah dlntr

" 
' golongan lll, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.

(3) Rumah dinas daerah golongan ll dapat dirubah statusnya meniadi rumah dlnm

daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rurnah jabatan.

Pasal 77

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewabelikan, dengan kctcntufnl

a. Rumah dinas daerah golongan ll yang telah dirubah golongannya,menJadl rumfh

dinas golongan lll atai Rurian ciinas-daerah golongan lll yang telah berumur l0
(sepuluh) tahun atau lebih;

b. Yang dapat membeliadalah PNS yang srldajr mempunyai masa ke.rja 10 (sepuluh)

tahun atau penSunan plVS, .lanOalbuOa PNS, Janda/Duda Pahlawan lgblh dln
pejabat Negara/Daerah atau j anda/d uda pej abat Negara/Daerah ;

c. para pihak sebagaimana disebut pada huruf b belum pernah mcmbcll,rtlu

usul permononan pemOllian rumah dinas secara tertulis kepada Bupatl mclelul

Pengelola;
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Diprioritaskan adalah pemegang Surat lzin Penghunian yang dikeluarkan Bupati;

Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa.

Pasai 78

) Penjualan rumah dinas daerah golongan lll beserta atau tidak beserta tanahnya
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh
Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

l) Penjualan rumah dinas daerah golongan lll sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

!) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan lll sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disetor ke kas daerah.

Pasal 79

elepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar lnventaris barang milik daerah
Itetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau
angunannya dilunasi.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar

Pasal 80

l) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;

b, untuk optimalisasi barang milik daerah; dan

c. tidak tersedia dana dalam APBD.

l) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:

a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

b, Antar Pemerintah Daerah;

c, Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah
lainnya;

d, Swasta.

Pasal 8{

l) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:

a. tanah daniatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kcpadr
Bupati melalui pengelola;

b, tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggarrl
tugas pokok dan fungsi pengguna tetapitidak sesuai dengan tata ruang wllayal
atau penataan kota; dan

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan olah pengclOh
setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

Pasal 82

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pagal 81 ayrt (1

huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepadr Bupt
disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;

Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati menelitl dan mangkt
alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan darl rtpt
teknis, ekonomis dan yuridis;

Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupatl dtpr
mempertimbangkan untuk.rnenyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunr
yang akan dipertukarkan;

Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mCndfpi
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

PenEelOla melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan scsuel bdt
keyve_nangannya setelah mendapat persetujuan Bupati ; dan

Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang penggantl h!&
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 83

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 eyrt (1:
huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertal alamn drr
pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang dltctrpkrr
dengan Keputusan Bupati;

a.

d.

f.
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). pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar

iana--h danlatau bangunan ciari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

:. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat

mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

1. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola;

dan

t. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima

Barang.

Pasal 84

(1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dan antar

pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih

dimaksud daPat dihibahkan.

(Z) Setisih nitai tebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam Berita Acara Hibah

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 85

Penghibahan Barang Milik Daerah baik bergera! 1.1unun tidak bergerak yang nilainya

samiai dengan q.00b.000.000 (!ima miliar) rupiah dilaksanakan oleh Bupati.

-.-Pasal €6-

Bupati dapat menghibahkan Barang Milik Daerah sesuai dengan batas kewenangannya

ieilaOa binal tiin seperti kepentingan sosial, keagamaan' kemanusiaan dan

penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 87

Barang Milik Daerah yang dapat dihibahkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagi

berikut:

a. bukan merupakan barang rahasia Negara/Daerah;

b. bukan rnerupakail bafang yang mengtrasai haiet hidup oreRE banyak; dan-

c. tidak difungsikan lagidalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD'

Pasal 88

(1) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang te-lah diserahkt' ' 
kepadi pengelola dan sejak pengadaan telah ditetapkan untuk dihibahkan harr

mendapat persetujuan BuPati.

(2) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan, dapat dihibahkan olr

Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.

Fasal 89

(1) Pengelola mengajukan usul penghibaan kepada Bupati. terhadap Barang M' ' 
Daeiah berupa tahah danlatau bangunan, sebelum dilakukan penghlbaan yr
dilengkapidengan penjelasan dan kelengkapan data barang lersebut.

(Z) Atas usul penghibaan tersebut Bupati memlrentuk tim peheliti dan penilal unl

melakukan'kajian dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 87,

(3) Berdasarkan hasil kerja tim peneliti dan penilai yang memberikan rekomlndr

penghibaan dapat dilakukan' pengajuannya oleh Bupati kepada DPRD unl
manr.lanallran norcaf t ti I tan
a i agt ivqP-i-si i irv. ev.uiuq. r,

(4) Apabila DPRD menyetujui penghibaan atas tanah, bangunan dan/atau tanlh d' ' bangunan Bupati menetaft<an Keputusan tentang penghapusan barang d

dilakukan serah terima barang.

Pasal 90

(1[ Barang Milik -Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengen tcrlt' " Uafrutf pengjuna mengajukan usul penghibaan kepada Btrpati rnelalUl Pengrl
yaqg dlsertai penjelasan serta kelengkapal data barang

(2) Bupati membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji secara teliti hibah brrt
dimaksud.

(3) Apabila penghibaan disetujui oleh Bupati, maka pengelola atas namg Bul' ' 
menandatangani keputusan hibah yang ditindaklanjuti oloh pengguna bNrl

dengan melaksanakan serah terima hibah yang dituangt<an kedalam berlta acara
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Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 91

rmerintah Daerah dapat mengikutsertakan Barang Milik Daerah sebagai penyertan
rdal Pemerintah Daerah untuk pendirian, pembangunan dan peningkatan kerja Badan
nha Milik Daerah atau badan hukum yang dimilikioleh Pemerintah dan Swata.

Pasal 92

rnyertaan modal Barang Milik Daerah sebagai modal Pemerintah Daerah
aksanakan dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah.

Pasal 93

rrang milik Daerah yang diikut sertakan sebagai penyertaan modal daerah adalah
rupa:

Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;

Tanah dan/atau bangunan yang sejak awal telah direncanakan untuk penyertaan

Selai tanah dan/atau bangunan dapat dijadikan sebagai barang penyertaan modal
daerah.

Pasal 94

rrang Milik Daerah yang akan diikut sertakan dalam penyertaan modal Pemerintah
rerah adalah Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Atas

Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 95

r Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan dalam
modal daerah terlebih dahulU oleh pen$elola mengajukan usul penyertaan modal
Pemerintah Daerah kepada Bupati yang disertai alasan dan pertimbangan serta
kelengkapan data.

(2) Bupati membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji usulan yang disampaikan olal
pengelola.

(3) Apabila rencana penyertaan modal disetujui oleh Bupati maka Bupati mengajukar
permohonan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan terhadap barang tersebut.

(5) Pengelola atas nama Pemerintah Daerah dapat melakukan penyerahan barang
dengan berita acara serah terima kepada Pihak ketiga sebagai penyertaan moda
daerah.

(6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan sctalal
ada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Paragraf 3
Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Selain tanah

Pasal 96

(1) Penyertaan modal selain tanah dilakukan berdasarkan usulan pengguna bdrang
kepada Bupati melalui pengelola yang disertai pertimbangan dan kelengkapan datt
berdasarkan hasil kajian tim instansi pengguna.

(2) Pengelola melakukan penelitian daq .pengkajian usul pengguna barang untulr
persetujuannya.

(3) Apabila -usulan pengguna barang diterima, pengelola menyampalkan kgpadt
Bupati.

(4)-€upati'-menetapkan*penyertaan modal daerah selain tanah dan/atau bangunar
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 97

Pemindatanganan Barang Milik Daerah yang dilakukan dengan cara penjualan, tuklr
menukar, hibah, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepdr
Menteri Dalam Negeri paling lama 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkannyr
Kgp.ulqsal petgh,apqq?!, ... .
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BAB XVIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASA.N.

Pasal 98

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Bupati untuk

menjamin terlaksananya rencana dan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang meliputi pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan,

pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan

Barang Milik Daerah dilakukan oleh pengguna barang.

Pasal 99

Pengguna dan Kuasa Pengguna barang dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dapat meminta aparat pengawas

fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan.

pengguna dan Kuasa Pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebgaimana

dimi[sud pada ayat (i) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan'

Pasal 100

Pengelola berwenang untuk . melakukan pemantauan dan investigasi _aqs
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik

baerah dalam rangil<a pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan

r)

yang berlaku.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola

dapat meminta aparat pegawasan fungsional untuk melakukan audit.

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak lanjuti oleh pengelola

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX
PEMBIAYAAN

Pasal 101

l) Anggaran plmbiayaan pengelolaan Barang M1!ik Daerah dlbebqnkan pada APB-D,

Z) Setiap pejabat atau pegawai yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah

yang'menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif.

,)
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(3) Setiap pengajuan pengawas barang Daerah dalam melaksanakan tugasnyt

diberikan tunjangan khusus sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengat
Keputusan Bupati.

BAB XX
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 102

(1) Setiap kerugian akibat pengelolaan barang Daerah akibat kelalalrr
penyalahgunaan, pelanggaran hukum diselesaikan melalui tuntutan gantl rut

sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagairnana dimaksud prd
ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratisi atau sanksi pidana.

" BABXXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal {03

(1) Segala Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerl
ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumennya.

(2) Penyelesailn'dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oh
pengg:rna atau pengelola.

Pasal 104 r '

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ter:kait dengan derrrinOahtanganen dr
penghapusan yang sudah berjalan atau dalam proses sebelum ditetapkannya pcrlturr
daerah ini tetap dilaksanakan.

Pasal 105

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mongtn
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupatl,



(1)

(2)

(3)

Per

Pet
me

Per
pel
Ba

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat bertakunya Peraturan J;ll' 
';; 

maka segata ketentuan peraturan
Perundang-undangan Daerah yang mengatur pengelolaan barang daerah dan
dinyatakan tidak belaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

(1) Pe
sel
fur

(2) Pe
ciin

(1) Pe
pe
De

ya

(2) Dt
de

(3) Ht

se

Ditetapkan di Wangi- Wangi
pada ianggal 27'-3- zolo

BUPATIWAKATOBI,

Ttd/ Gap

HUGUA

rEN WAKATOBI, 
-

KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2O1O NOMOR : q

(1)

(2)

Ar

Sr

yi
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